
 
BUPATI BADUNG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

 
NOMOR 28 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 14 TAHUN 

2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BADUNG, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa besaran Tarif Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak dalam hal perolehan hak karena waris atau 
hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih 
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan 
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri perlu ditinjau 
kembali;  

    b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan melindungi 
hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil 
dalam pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak perlu diadakan 
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:  

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan; 

 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.   Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 );  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  

dan  

BUPATI BADUNG 

 

MEMUTUSKAN : 

 
 Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.   

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Badung  Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 
2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung 
Nomor 14 )  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal 6 
 

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar  5 % (lima persen). 
 

(2) Pengenaan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebesar 0% (nol persen) untuk waris atau 
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 
satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan 
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri. 

 
 
 



 - 3 - 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Badung. 
 

 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal 30 Desember 2013 

BUPATI BADUNG, 
 

          ttd. 
 
ANAK AGUNG GDE AGUNG 

 
 
 
Diundangkan di Mangupura 
pada tanggal 30 Desember 2013  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 
 
 
   ttd. 
 

KOMPYANG R. SWANDIKA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 28. 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab. Badung 
 
 ttd. 
 
Komang Budhi Argawa,Sh.,M.Si. 
Pembina 
NIP. 19710901 199803 1009 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 28 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BADUNG NOMOR 14 TAHUN 
2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN   

 

 

I. UMUM 
 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak  atas Tanah dan Bangunan 
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari 
pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat.  

 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diharapkan dapat 
memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem 
administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak, 
maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
Pasal 6  
 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ” hubungan keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat 
kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri ” 
adalah hubungan sedarah antara bapak dan/atau ibu dengan 
anak tidak termasuk hubungan saudara kandung.  

Yang dimaksud dengan ” hubungan suami/istri ” adalah 
hubungan suami/istri yang sah sesuai Peraturan Perundang - 
undangan.  

 
Pasal II 

Cukup jelas 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 27. 


